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ABSTRAK

Untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan
Perangkat Daerah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon
Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023, maka perlu menetapkan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2023.

Dasar Hukum :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16
Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109
Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017,
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018;
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan



Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022; Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7
Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Cirebon
Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Cirebon
Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Cirebon
Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon
Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Wali Kota
Cirebon Nomor 50 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 35
Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 18
Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Wali Kota Cirebon Nomor 33 Tahun 2016; Peraturan Wali
Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota
Cirebon Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota
Cirebon Nomor 41 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 2
Tahun 2019; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 48
Tahun 2017; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 37
Tahun 2019; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42
Tahun 2019; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 25
Tahun 2022.



CATATAN

Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur beberapa BAB,
yaitu:

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II KEDUDUKAN

BAB III TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

BAB V PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pembentukan UKPBJ bertujuan untuk menjamin agar
pelaksanaan pengadaan barang/jasa lebih terintegrasi
atau terpadu serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah
Kota.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan 15 Agustus 2022.

Lampiran : -



